
 

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR 

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
Jl. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404 

Email: bkdjatim@gmail.com Website: bkd.jatimprov.go.id 

 S U R A B A Y A   60236 

    

         Surabaya, 30 Maret 2020 

    

Nomor : 871/3029/204.2/2020          Kepada : 

Sifat : Penting Yth.  Sdr. Kepala Perangkat Daerah 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur  

(sebagaimana terlampir) 

di- 

    T E M P A T 

Lampiran 

Perihal 

: 

: 

- 

Perpanjangan Pengisian Aplikasi          

e-Formasi versi 4.1 Tahun 2020 

 

  
        

 

Merujuk Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor: B/307/SM.01.00/2020 tanggal 16 Maret 2020 perihal Perpanjangan Waktu 

Pembaharuan Data e-Formasi, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut: 

1) Batas waktu pengisian e-Formasi bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur yang sedianya di akhir bulan Maret 2020 saat ini diperpanjang 

sampai dengan tanggal 15 April 2020 dengan memperhatikan ketentuan sebagai 

berikut; 

a) Perangkat Daerah melakukan pengecekan kembali SOTK pada aplikasi e-Formasi 

dan apabila ada yang kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbaru 

harap segera melapor kepada super admin BKD; 

b) Fitur/fungsi perubahan SOTK dan jabatan hanya dapat dilakukan oleh admin BKD 

dan Biro Organisasi; 

c) Perangkat Daerah saat ini diharapkan fokus pada pengerjaan entry NIP pegawai 

pada struktur organisasi dan memastikan seluruh NIP pegawai telah masuk ke dalam 

sistem, mengingat data bezetting telah submit otomatis berdasarkan data NIP yang 

terintegrasi dengan data SAPK BKN; 

d) Jika menemui kendala dalam pengisian e-Formasi Versi 4.1 selanjutnya dapat 

mempelajari konten yang tersedia di tutorial youtube dengan alamat: 

https://bit.ly/3brMPRA atau melakukan konsultasi daring kepada admin BKD dan 

Biro Organisasi. 

2) Perangkat Daerah saat ini tidak diperbolehkan mengisi usulan CPNS dan PPPK pada 

aplikasi. Usulan tersebut akan dientry oleh admin BKD setelah dilakukan validasi usulan 

CPNS dan PPPK saat pelaksanaan “Paparan/Presentasi Kebutuhan ASN Tahun 2020” 

oleh masing-masing perangkat daerah; 

3) BKD Provinsi akan mengundang masing-masing Perangkat Daerah yang diwakilkan oleh 

Sekretaris dan/atau pejabat setingkat untuk Desk/Paparan kebutuhan ASN untuk 

memastikan urgensi pemenuhan kebutuhan ASN. (jadwal kegiatan disampaikan 

menyusul); 

 

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan 

terima kasih. 

 

 

 

 

 

 

 

Tembusan : 

Yth. Bpk Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur 

      (sebagai laporan) 

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

 

 

NURKHOLIS, S.Sos., M.Si 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19680117 198908 1 001 

  

 

mailto:bkdjatim@gmail.com
https://bit.ly/3brMPRA


Lampiran : 

Surat Kepala Badan Kepegawaian Daearah Provinsi Jawa Timur 

Nomor   : 871/3029/204.2/2020 

Tanggal  : 30 Maret 2020 

 
1) Sekretariat DPRD 

2) Dinas Kesehatan 

3) Dinas Sosial 

4) Dinas Pendidikan 

5) Dinas Perhubungan 

6) Dinas Komunikasi dan Informatika 

7) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

8) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

9) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 

10) Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan 

11) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 

12) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air 

13) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya 

14) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

15) Dinas Perkebunan 

16) Dinas Peternakan 

17) Dinas Kelautan dan Perikanan 

18) Dinas Kehutanan 

19) Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

20) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral 

21) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

22) Dinas Lingkungan Hidup 

23) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

24) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

25) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan 

26) Badan Pendapatan Daerah 

27) Badan Kepegawaian Daerah 

28) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

29) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

30) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

31) Badan Penelitian dan Pengembangan 

32) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

33) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

34) Inspektorat Provinsi 

35) Satuan Polisi Pamong Praja 

36) Bakorwil I Madiun 

37) Bakorwil II Bojonegoro 

38) Bakorwil III Malang 

39) Bakorwil IV Pamekasan 

40) Bakorwil V Jember 

41) RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

42) RSUD Dr. Saiful Anwar Malang 

43) RSUD Dr. Soedono Madiun 

44) RSU Haji Surabaya 

45) RS Jiwa Menur Surabaya 

46) Badan Penghubung Daerah Provinsi 

47) Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah 

48) Biro Administrasi Perekonomian 

49) Biro Administrasi Pembangunan 

50) Biro Pengadaan Barang/Jasa 

51) Biro Humas dan Protokol 

52) Biro Organisasi 

53) Biro Umum 

54) Biro Hukum 

55) Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial 

 


